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Salah satu tuntutan gerakan reformasi tahun 1998, ialah
diadakannya reformasi dalam bidang politik dan kebudayaan, antara
lain dalam bidang perfilman. Sejalan dengan bergesernya posisi film dari
rumpun politik ke rumpun kebudayaan serta perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, lahirlah gagasan tentang perlunya
paradigma baru.

Film sebagai karya seni budaya yang terwujud berdasarkan kaidah
sinematografi merupakan fenomena kebudayaan. Hal itu bermakna
bahwa film merupakan hasil proses kreatif warga negara yang dilakukan
dengan memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, serta sistem
nilai, gagasan, norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian film tidak bebas nilai
karena memiliki seuntai gagasan vital dan pesan yang dikembangkan
sebagai karya kolektif dari banyak orang yang terorganisasi. Itulah
sebabnya, film merupakan pranata sosial (social institution) yang
memiliki kepribadian, visi dan misi yang akan menentukan mutu dan
kelayakannya. Hal itu sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan dedikasi
orang-orang yang bekerja secara kolektif, kemajuan teknologi, dan
sumber daya lainnya.

Film . ..
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Film sebagai karya seni budaya yang dapat dipertunjukkan dengan
atau tanpa suara juga bermakna bahwa film merupakan media
komunikasi massa yang membawa pesan yang berisi gagasan vital
kepada publik (khalayak) dengan daya pengaruh yang besar. Itulah
sebabnya film mempunyai fungsi pendidikan, hiburan, informasi, dan
pendorong karya kreatif. Film juga dapat berfungsi ekonomi yang
mampu memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan
prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian film menyentuh
berbagai segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

Berbagai hal yang berhubungan dengan film dinamakan perfilman
yang mencakup kegiatan yang bersifat nonkomersial dan usaha yang
bersifat komersial. Yang bersifat nonkomersial dilaksanakan oleh pelaku
kegiatan dan yang bersifat komersial dilakukan oleh pelaku usaha.
Semua itu melibatkan insan perfilman, Pemerintah, pemerintah daerah,
dan masyarakat yang memiliki fungsi dan peranan masing-masing yang
diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

Film dibuat di dalam negeri dan dapat diimpor dari luar negeri
dengan segala pengaruhnya. Film yang dibuat di dalam negeri dan film
impor dari luar negeri yang beredar dan dipertunjukkan di Indonesia
ditujukan untuk terbinanya akhlak mulia, terwujudnya kecerdasan
kehidupan bangsa, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa,
meningkatnya harkat dan martabat bangsa, berkembangnya dan
lestarinya nilai budaya bangsa, meningkatnya kesejahteraan
masyarakat, dan berkembangnya film berbasis budaya bangsa yang
hidup dan berkelanjutan. Film Indonesia yang diekspor terutama
dimaksudkan agar budaya bangsa Indonesia dikenal oleh dunia
internasional. Itulah sebabnya film sebelum beredar dan dipertunjukkan
di Indonesia wajib disensor dan memperoleh surat tanda lulus sensor
yang dikeluarkan oleh lembaga sensor film. Sensor pada dasarnya
diperlukan untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dari
adanya dorongan kekerasan, perjudian, penyalagunaan narkotika,
psikotropika, dan =zat adiktif lainnya, serta penonjolan pornografi,
penistaan, pelecehan dan/atau penodaan nilai-nilai agama atau karena
pengaruh negatif budaya asing.

Penyensoran . . .
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Penyensoran dilaksanakan dengan prinsip dialog dengan pemilik
film yang disensor yaitu pelaku kegiatan perfilman, pelaku usaha
perfilman, perwakilan diplomatik atau badan internasional yang diakui
Pemerintah. Film yang mengandung tema, gambar, adegan, suara, dan
teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor
dikembalikan kepada pemilik film untuk diperbaiki sesuai dengan
pedoman dan kriteria sensor.

Selain masyarakat wajib dilindungi dari pengaruh negatif film,
masyarakat juga diberi kesempatan untuk berperan serta dalam
perfilman, baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Peran
serta masyarakat dilembagakan dalam badan perfilman Indonesia yang
dibentuk oleh masyarakat dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah. Badan
tersebut mempunyai tugas terutama meningkatkan apresiasi dan
promosi perfilman.

Mengingat peran strategis perfilman, pembiayaan pengembangan
perfilman, lembaga sensor film, dan badan perfilman Indonesia
dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta
anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah dan pemerintah
daerah memiliki tugas dan wewenang dalam memajukan dan
melindungi perfilman Indonesia. Presiden dapat melimpahkan tugas dan
wewenangnya kepada Menteri yang membidangi urusan kebudayaan.

Dengan latar belakang pemikiran tersebut, Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3473) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perfilman
dan semangat zamannya sehingga perlu dicabut dan diganti.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . ..
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Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa”
adalah bahwa perfilman harus menempatkan Tuhan sebagai
yang maha suci, maha agung, dan maha pencipta.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa
perfilman harus mencerminkan perlindungan dan
penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan
martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah
bahwa perfilman diselenggarakan dengan memperhatikan
dan menghormati keanekaragaman sosial budaya yang
hidup di seluruh wilayah negara Indonesia.

Huruf d
Yang dimaksud dengan *“asas keadilan” adalah adanya
kesamaan kesempatan dan perlakuan dalam
penyelenggaraan perfilman bagi setiap warga negara
Indonesia.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa
perfilman membawa maslahat bagi masyarakat, bangsa, dan
negara Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah
bahwa perfilman harus diselenggarakan sesuai dengan
hukum dan peraturan perundangan-undangan.

Hurufg. ..
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Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa
perfilman diselenggarakan dengan semangat maju bersama.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah bahwa
perfilman diselenggarakan berdasarkan kerja sama yang
saling menguntungkan, menguatkan, dan mendukung.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kebajikan" adalah bahwa
perfilman harus mendatangkan kebaikan, keselamatan, dan
keberuntungan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “menjunjung tinggi nilai-nilai agama,
etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa” adalah bahwa
kebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya dalam kegiatan
perfilman harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan
nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dilarang mengandung isi yang
mendorong khalayak melakukan kekerasan dan perjudian
serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya” adalah bahwa isi film dilarang
mempertontonkan perilaku yang dapat menyebabkan
khalayak umum tergerak untuk meniru tindakan kekerasan
dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Hurufb ...
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